PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
BADAN KESATUAN KEBANGSAAN DAN POLITIK
Jalan Bukit Batu Melonguane, Kompleks Perkantoran Pemda Talaud

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN KEBANGSAAN DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN KEBANGSAAN DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2020-2025

KEPALA BADAN KESATUAN KEBANGSAAN DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Bupati Kepulauan
Talaud Nomor 35 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja
Utama Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025
setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator

Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Kebangsaan Dan Politik Kab. Kepl. Talaud
Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4183);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomror 9 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

diLingkungan Instansi Pemerintah Daerah;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
dilingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud dan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud;

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Kebangsaan Dan

Politik Kabupaten Kepulauan Talaud;

Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 35 Tahun 2021
tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan

Talaud Tahun 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan Dan
Politik  Kabupaten Kepulauan Talaud tentang
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Kebangsaan
Dan Politik Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun
2020-2025.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan
acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan
Kebangsaan Dan Politik untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan
anggaran, menyusun dokumen penetapan Kkinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai

dokumen rencana  strategis Badan Kesatuan



Ketiga

Keempat

Kebangsaan Dan Politik

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
dictum Kesatu disusun dengan mengacu pada
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepualaun Talaud

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Melonguane




LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN

KEBANGSAAN DAN POLITIK KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : 8
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NAMA ORGANISASI : BADAN KESATUAN KEBANGSAAN DAN POLITIK
URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLTIK
NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KETERANGAN PENANGGUNGJAWAB
TUJUAN KINERJA SASARAN
1. | TERWUJUDNYA JUMLAH KONFLIK | MENINGKATKAN % LINGKUNGAN JUMLAH LINGKUNGAN BIDANG PENANGANAN
PERUMAHAN DAN
HIDUP RUKUN DAN BERNUANSA PERLINDUNGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN YG BEBAS DARI KONFLIK
DAMAI SARA MASYARAKAT PEMUKIMAN YANG GANGGUAN KEAMANAN

TERHADAP GANGGUAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN

BEBAS DARI
GANGGUNGAN
KEAMANAN

X 100%
JUMLAH LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN






